
PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR:6 TAHUN2Ol7

TENTANG :

PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGCARAN (KUA)
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN SEMENTARA ( PPAS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN TIBI,EM.IE DAERAH
I(ABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 34 dan Pasal 35
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Kepala Daerah
bersama Dewan Perwakilan Ralryat Daerah membahas
Rancangan Kebijakan umum (KUA) dan prioritas ptafbn
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati mery'acli
Kebijaksanaan umum Anggaran (KUA) dan prioritas plafon
Anggaran (PPA) ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlrr
persetujuan Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkeue Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang

1. undang-undang Nomor 13 Tahun 1gs0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(euangan
Negara;

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

1 Tahun 2OO4 tentang

4. undang-undang Nomor 1s rahun 2005 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
l\farra-o .



6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Fusat dan
Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AAT tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 2O05-2025 ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajril<
Daerah dan Retribusi Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UnCang - undang N'omor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang nndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor
2t rahun 2oar tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi pemerintahan 

;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistern
Informasi Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor sB Tahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pela5,a161n
Minimal;



I

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 rahun 200s tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20AO tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2oar tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluzrsan peraturan
Perundang-undangan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oor tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota i

26, Peraturan Pemerintah Nomor 4t rahun 2oor tentang
Organisasi Perangkat Daerah ;

27. Peraturan Pemerintah Nomor Tr rahun 2010 tentang
Standar Akuntansi pemerintahan 

;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2olt tentang
Pinjaman Daerah;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang Hibah
Daerah;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2otr tentang
Mana,jemen Pegawai Negeri Sipil ;

31. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan
Keempat Atas peraturan presiden Nomor 54 iahun 2arc
tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah 

;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun zoa6tentang Pedoman pengerolaan Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah beberapa kali teiakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l rahun zdtttentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaa*
Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor s2 Tahun 20lttentang Pedoman pemberian Hibah dan Ba'tuan sosial yangBersumber dari Anggaran pendapatan dan Bera4ia Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Daram



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OLl
tentang Standar Operasional Prosedur cli Lingkungan
Pemerintah dan Kabupaten/Kota ;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 2013
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman T\rgas Anggota
DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota ;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2Afi
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi
dan Daerah / Kota yang melaksanakan furrgsi penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah ;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OlT
tentang Perubahuan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2OL4 tentang Pedomam Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran pendapatan
dan Belaqja Daerah dan Tertib Administrasi pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik ;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3:l Tahun 2OlT
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

41. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
(RPJPD) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2046 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor S Tahun 20L6
tentang Pembentukan dan susunan pereurgkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

44. Petaturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangurrrrr_{glgka panjang Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2AO5-2A25 ;

45. Peraturan Dewan. Perwakilan Rakyat Daer.ah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2oL6 tentang perubahan Iiedua
Atas Peraturan Dewan perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Der,van
Perwakilan Ratcyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Remtranrr dcnoqn 'lirn ann-^*^*



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

llenyetqiui Rancangan Kebijakan umum Anggaran (KUA) danftioritas Phrfon Anggaran sementara lrensy 
'Anggaran

Pendapatan dan Belemja Daerah Kabupaten Rembang Tlrr.r.,
Anggaran 2018 peniardi Keb{iakan umum Anggaran oan netanya
laeyh (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran (ppA) anggarin
Pendapa[an dan Belanja Daerah xabuplten Remb'ang lf.rr,rrt
2018 sebagaimana terLampir .

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana dikturn
PERTAMA Keputusan ini kepada r Bupati Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MEUUTUSKAI't:

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 November 2Afi.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2018 menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja
Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2018 sebagaimana terlarnpir .

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 November 2A17.

KETIJA DEWAhI PERWAKILAN RAICTAT DAERAH

y'me,,lt

KABUPATPN REMBANC &

KAMIL MZ.


